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LAMPIRAN I
PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN IBU FULLY HANDAYANI
RIDWAN, S.H.M.Kn.

Pertanyaan Pengantar

1.

2.

Sudah berapa lama berpraktik menjadi Notaris?
Bagaimana pengalaman Ibu sebagai pengurus INI, dan tanggung jawab

apa yang Ibu emban sekarang?

Pertanyaan Rumusan Masalah

i

Bagaimana lbu berpraktik sebagai Notaris pada masa pandemi Covid-
19, dan apa pengaruh pembatasan-pembatasan yang diterapkan oleh
Pemerintah terhadap bagaimana Ibu bekerja sebagai Notaris sekarang?
Bagaimana pengaturan dan prosedur dalam pembuatan Akta Otentik di
masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)?

Berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, penyesuaian apa yang
Ibu lakukan?

Apa yang Ibu pahami mengenai konsep Cyber Notary?

Apakah sudah ada definisi hukum terhadap Cyber Notary?

Bagaimana pelaksanaan akan konsep Cyber Notary bagi para Notaris
dalam pembuatan Akta Otentik?

Apakah Notaris sudah dapat melakukan Cyber Notary saat ini?
Bagaimana INI sebagai organisasi yang menaungi profesi Notaris

menanggapi diskursus mengenai Cyber Notary?
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9. Apakah INI mendorong penggunaan Cyber Notary di Indonesia?

10. Apakah Pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM sudah
menerima Akta Otentik yang dibuat berdasarkan Cyber Notary?

11. Dalam hubungannya dengan kondisi saat ini, yaitu Pandemi COVID-
19, apakah Cyber Notary sebenarnya dibutuhkan oleh hukum,
masyarakat dan profesi Notaris?

12. Apakah penerapan Cyber Notary membutuhkan dasar hukum
peraturan perundang-undangan terlebih dahulu untuk
diimplementasikan?

13. Apa saran Ibu terkait dengan konsep Cyber Notary dan hubungannya

dengan kondisi Pandemi COVID-19?
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LAMPIRAN 11
BUKTI FOTO WAWANCARA DENGAN IBU FULLY HANDAYANI
RIDWAN, S.H.M.Kn.

PADA HARI SELASA, 18 MEI 2021
MELALUI ZOOM MEETING
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